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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan 

berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1.  Tingkat Kerawanan Banjir Kawasan Perumahan Formal Kota 

Tanjungpinang menghasilkan tiga kelas tingkatan kerawanan, yakni 

kerawanan banjir rendah terdapat pada 15 perumahan pada sebagian 

wilayahnya meski tidak secara keseluruhan, tingkat kerawanan banjir 

sedang terdapat pada seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 179 

perumahan, dan tingkat kerawanan banjir tinggi terdapat pada 22 

perumahan pada sebagian wilayahnya meski tidak secara keseluruhan. 

Sedangkan Tingkat Kerawanan Banjir Kawasan Perumahan Swadaya Kota 

Tanjungpinang menghasilkan dua kelas tingkatan kerawanan, yakni 

kerawanan banjir sedang dengan luas 2.353,34 Ha atau 94,16% dari total 

luas perumahan swadaya, dan tingkat kerawanan banjir tinggi dengan luas 

133,95 Ha atau 5,38% dari total luas perumahan swadaya. 

 

2. Tingkat Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Perumahan Formal yang 

memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi menghasilkan 9 perumahan 

memiliki tingkat kesesuaian pola ruang sangat sesuai, 3 perumahan 

memiliki tingkat kesesuaian pola ruang cukup sesuai, dan 10 perumahan 

lainnya memiliki tingkat kesesuaian pola ruang yang tidak sesuai. 

 

3. Tingkat Kerawanan Banjir Pola Ruang Kawasan Perumahan Formal RTRW 

Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2041 menghasilkan tiga kelas tingkatan 

kerawanan, yakni kerawanan banjir rendah dengan luas 2,96 Ha atau 0,57% 

dari total luas pola ruang kawasan perumahan formal, kerawanan banjir 

sedang dengan luas 488,64 Ha atau 95,18% dari total luas pola ruang 

kawasan perumahan formal, dan kerawanan banjir tinggi dengan luas 21,74 
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Ha atau 4,25% dari total luas pola ruang kawasan perumahan formal. 

Sedangkan Tingkat Kerawanan Banjir Pola Ruang Kawasan Perumahan 

Swadaya RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2041 menghasilkan tiga 

kelas tingkatan kerawanan, yakni kerawanan banjir rendah dengan luas 

290,75 Ha atau 4,67% dari total luas pola ruang kawasan perumahan 

swadaya, kerawanan banjir sedang dengan luas 5.191,40 Ha atau 83,52% 

dari total luas pola ruang kawasan perumahan swadaya, dan kerawanan 

banjir tinggi dengan luas 733,53 Ha atau 11,81% dari total luas pola ruang 

kawasan perumahan swadaya. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang bisa diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat memperhatikan sistem saluran 

pembuangan, memperbanyak kawasan hijau dan daerah serapan di Kota 

Tanjungpinang guna menanggulangi bencana banjir terutama di kawasan 

perumahan. 

 

2. Melihat perkembangan kawasan perumahan di Kota Tanjungpinang yang 

terus meningkat dan sebagian besar berada di kawasan rawan bencana, 

pemerintah hendaknya segera membuat kebijakan tentang pembangunan 

kawasan perumahan di lokasi rawan bencana. 

 

3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan atau implementasi 

kewajiban kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai 

pengendali pemanfaatan lahan serta kewajiban masyarakat Kota 

Tanjungpinang dalam mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

sebelum membangun bangunan/tempat tinggal. 

 

4. Kepada masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam memelihara 

lingkungan dengan tujuan mencegah terjadinya genangan pada permukaan. 
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5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dari rencana pola ruang kawasan 

perumahan yang memiliki kerawanan banjir tinggi dan mengganti pola 

ruang tersebut menjadi kawasan ruang terbuka hijau. 
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